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		Pada Kantor Polsek Dumai Barat, Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dibuat secara langsung di Polsek Dumai Barat, karena layanan online belum tersedia. SKCK memiliki masa berlaku tertentu dan harus tetap valid sesuai dengan persyaratan hukum. Kebijakan mengenai pembuatan SKCK dapat berubah, sehingga pemohon disarankan untuk selalu memperbarui informasi. SKCK adalah dokumen penting yang sebaiknya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari layanan birokrasi kepada masyarakat.
		Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa gejala masalah, yaitu Masih kurangnya Ketepatan Waktu Dalam Penerbitan SKCK Di Kantor Polsek Dumai Barat. Rumusan masalah dar penelitian ini adalah “Bagaimana keefektivitasan pelayanan pada Kantor Polsek Dumai Barat”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :(1) Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat dan (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian  (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat.
Teori yang digunakan yaitu menurut Rahmayanty (2013:89) yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Adapun yang menjadi populasi dalam penulisan ini adalah beberapa personil Polsek Dumai Barat dan masyarakat yang pernah mengurus atau membuat SKCK. Penulis mengambil 6 sampel pada beberapa personil Polsek Dumai Barat purposive sampel (purposive sampling). Untuk masyarakat yang pernah mengurus atau membuat SKCK berjumlah 100 sampel simple random sampling. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan Teknik pengumpulan data yaitu angket atau quisioner, sedangkan Teknik pengukuran data menggunakan skala rating scale. 
Hasil penelitian tentang efektivitas dikategorikan Efektif, yang berdasarkan tanggapan dari 106 responden, menampilkan 935 rekapitulasi frekuensi dengan penilaian efektif (54%), 884 dengan penilaian cukup efektif (46%), dan 89 dengan penilaian tidak efektif (5%) dan total 1908 (100%) rekapitulasi frekuensi. Adapun faktor pendukungnya terlaksananya prosedur penyelesaian, sedangkan faktor penghambatnya masih kurang waktu penyelesaian dalam pembuatan SKCK.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Efektivitas pelayanan merujuk pada seberapa baik suatu layanan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya dengan efisien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan, termasuk kualitas produk atau layanan itu sendiri, komunikasi antara penyedia layanan dan pelanggan, serta kecepatan dan ketepatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Penting untuk memahami bahwa efektivitas pelayanan tidak hanya tentang memberikan layanan yang memuaskan pelanggan, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman positif yang membuat pelanggan merasa dihargai dan didengar. Ini dapat melibatkan responsif terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan dengan cepat, menyediakan solusi yang memadai, dan memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik selama interaksi dengan penyedia layanan.
Evaluasi efektivitas pelayanan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei kepuasan pelanggan, analisis data layanan pelanggan, dan penilaian kinerja staf. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang ini, aparatur negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu aspek pelayanan publik adalah administrasi kepolisian, yang meliputi berbagai tugas seperti pendaftaran dan penerbitan SKCK. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tentang Kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan kepolisian termasuk mengatur mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian harus selalu bertindak sesuai dengan norma hukum, serta mematuhi norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, sambil menghormati hak asasi manusia dan lebih mengutamakan tindakan pencegahan. 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Namun, kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kepolisian, khususnya dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), masih menghadapi berbagai kendala. Di Kantor Polsek Dumai Barat, terdapat masalah seperti pemohon yang harus terlebih dahulu ke Polres Dumai untuk pengambilan sidik jari dan kemudian kembali lagi ke Kantor Polsek Dumai Barat untuk penerbitan SKCK.
Di Kantor Polsek Dumai Barat, tidak terdapat Penyidik Kepolisian Unit Reskrim (Reserse Kriminal). Selain itu, Polsek Dumai Barat tidak melayani pembuatan SKCK untuk pemohon yang akan melamar pekerjaan di TNI, POLRI, BUMN, CPNS, atau instansi pemerintah lainnya. Padahal, Polsek Dumai Barat seharusnya menjadi lokasi terdekat untuk mengurus SKCK, dan ketidakefektifan layanan ini merupakan hambatan. Selain itu, penulis juga memperoleh informasi bahwa perpanjangan SKCK harus disesuaikan dengan domisili tempat tinggal pemohon. Sebagai contoh, jika seseorang ingin memperpanjang SKCK tetapi KTP-nya terdaftar di Duri sementara ia sudah pindah ke Dumai Barat, maka ia tetap tidak bisa melakukan perpanjangan SKCK di Dumai Barat.
Pembuatan SKCK penting untuk keamanan masyarakat dan penegakan hukum, karena memberikan informasi mengenai catatan kepolisian seseorang, termasuk apakah mereka memiliki riwayat pelanggaran hukum atau tindak kejahatan. Informasi ini membantu dalam menilai reputasi individu dan memberikan kepastian keamanan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Di Indonesia, Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) umumnya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memberikan layanan SKCK ada pada pihak kepolisian itu sendiri.
Pembuatan SKCK dapat dilakukan secara langsung di lokasi Polsek Dumai Barat, karena saat ini Polsek tersebut belum menyediakan layanan pembuatan SKCK secara online. Oleh karena itu, pemohon perlu mengunjungi Polsek tersebut untuk proses pembuatan SKCK. Pelayanan biasanya tersedia selama jam kerja. SKCK memiliki masa berlaku tertentu, sehingga penting untuk memastikan bahwa SKCK yang diterbitkan tetap valid dan memenuhi persyaratan hukum. Perlu diingat bahwa informasi mengenai pembuatan SKCK ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh pihak kepolisian di Polsek Dumai Barat.
Salah satu aspek dari struktur birokrasi dapat dilihat di Polsek Dumai Barat, di mana aparat pemerintah di Polsek tersebut melaksanakan tugas mereka dalam menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK sangat penting bagi masyarakat dan seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Pelayanan masyarakat dapat dianggap efektif jika proses pembuatan SKCK dilakukan dengan mudah. Keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh kemampuan kepolisian dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Di Polsek Dumai Barat, usaha untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan melibatkan peningkatan efektivitas layanan. Namun, terdapat kendala nyata dalam proses pelayanan umum, khususnya dalam pengurusan dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Proses ini belum dikelola dengan baik, terutama karena ketidakpastian waktu dalam penerbitan SKCK. Contohnya, pemohon yang telah menyerahkan berkas untuk pembuatan SKCK dari pagi hari seringkali tidak mengetahui kapan SKCK mereka akan selesai. Akibatnya, pemohon harus menunggu lama hingga SKCK mereka diterbitkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polsek Dumai Barat, khususnya dalam hal ketepatan waktu dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Tujuannya adalah agar masyarakat yang datang untuk membuat SKCK merasa nyaman, terutama saat menunggu proses penerbitan SKCK. Namun, saat ini di tempat pelayanan SKCK belum tersedia ruang tunggu bagi masyarakat, sehingga pelayanan belum dapat dilakukan secara efektif.
Tabel I.1
Sarana Dan Prasarana Di Kantor Polsek Dumai Barat Pada Ruangan Pembuatan SKCK
	No
	Sarana 
	Jumlah

	Kondisi

	
	
	
	
Baik

	
Rusak Ringan

	Rusak Berat 

	1.
	Informasi mekanisme/ prosedur dan persyaratan perijinan
	1 unit
	1 unit
	
	-

	2.
	Ac
	1 unit
	1 unit
	
	-

	3.
	Computer
	2 unit 
	2 unit
	
	-

	4.
	Papan Informasi
	4 unit
	4 unit
	
	-

	5.
	Kursi/ Meja
	7 buah
	6 buah
	1 buah
	-

	6.
	Mesin SKM SKCK Elektronik
	1 unit
	1 unit
	
	-

	7.
	Alat Tulis Kantor
	1 set
	1 set
	
	-

	8.
	Cctv
	1 unit
	1 unit
	
	-

	9.
	Printer
	2 unit 
	2 unit 
	
	-

	No
	Prasarana
	Jumlah
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	1.
	Ruang Pembuatan SKCK
	1 ruang
	1 ruang
	-
	-


Sumber Data : Kantor Polsek Dumai Barat 2023
Berdasarkan Tabel I.1, sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Polsek Dumai Barat masih terdapat satu unit yang mengalami kerusakan ringan. Selain itu, ada fasilitas yang belum terpenuhi di Kantor Dumai Barat karena infrastruktur yang kurang memadai, seperti belum tersedianya ruang pelayanan atau ruang tunggu untuk masyarakat.
Setelah mempertimbangkan penjelasan di atas, salah satu bentuk penerapan efektivitas dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan adalah melalui penerbitan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), yang sebelumnya dikenal sebagai SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik). SKCK adalah surat keterangan dari kepolisian yang diterbitkan berisi informasi tentang pemohon, termasuk ada tidaknya catatan kriminal atau kejahatan yang pernah dilakukan oleh pemohon.
                                      Bagan I.1
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Sumber Data : Kantor Polsek Dumai Barat 2023
Berdasarkan bagan I.1, dijelaskan mekanisme pelayanan penerbitan SKCK untuk memudahkan para pemohon dalam mengurus SKCK. Pemohon harus aktif dalam menyediakan dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Proses ini bertujuan memastikan bahwa SKCK diterbitkan secara akurat dan sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Setelah mengisi formulir secara lengkap, pemohon harus mengajukan permohonan SKCK ke kantor polisi setempat bersama dengan dokumen-dokumen pendukung yang mungkin diperlukan. Pihak kepolisian akan melakukan proses verifikasi dan pemeriksaan sebelum SKCK diterbitkan. Penting untuk diingat bahwa SKCK bersifat informatif dan tidak menjamin bahwa seseorang bebas dari catatan hukum, melainkan hanya mencerminkan catatan yang ada pada saat pemeriksaan dilakukan.
       Tabel I.2
 	   Jumlah Rekaptulasi Pelayanan SKCK Dari Tahun 2023
	BULAN
	2023

	Januari
	300

	Februari
	100

	Maret
	400

	April
	50

	Mei
	300

	Juni
	300

	Juli
	300

	Agustus
	300

	September
	300

	0ktober
	400

	November
	400

	Desember
	600

	JUMLAH
	3.750


  Sumber : Kantor Polsek Dumai Barat Tahun 2021 – 2023
Berdasarkan tabel I.2, dijelaskan bahwa rekaptulasi pembuatan SKCK di tahun 2023 menunjukkan fluktuasi jumlah pemohon, terutama pada bulan April, di mana hanya 50 orang yang mengurus pembuatan SKCK. Rekaptulasi blanko SKCK ini dimasukkan ke dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sehingga setiap pemohon diminta membayar 30.000 rupiah untuk setiap pembuatan SKCK. Sejauh ini, tidak ada permasalahan terkait blanko pengurusan SKCK.
B. Rumusan Masalah 
Dalam usaha pencapaian tujuan, suatu pelayanan tidak terlepas dari hambatan - hambatan yang kemudian disebut masalah. Di sini para petugas diminta untuk dapat mengatasi masalah tersebut agar keefektivitasan pelayanan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai. Dapat penulis kemukakan beberapa gejala-gejala yang terlihat sebagai berikut: 
1. Masih kurangnya Ketepatan Waktu Dalam Penerbitan SKCK Di Kantor Polsek Dumai Barat, sehingga belum ada kepastian mengenai waktu penyelesaian atau penerbitan SKCK tersebut.
2. Masih kurangnya Ruang tunggu pelayanan bagi Masyarakat Dalam Mengurus SKCK Di Kantor Polsek Dumai Barat, sehingga para pemohon SKCK tidak memiliki tempat untuk menunggu hingga SKCK tersebut selesai diterbitkan.
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian  (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian  (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan informasi bagi pihak pihak yang memerlukan. terutama Kapolsek Dumai Barat Dalam Pelaksanaan Efektivitas Pelayanan.
b. Sebagai bahan informasi bagi para penulis lainnya dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
c. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam pelaksanaan Efektivitas Pelayanan Di Kantor Polsek Dumai Barat












BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Efektivitas Pelayanan 
a. Pengertian Efektivitas
	Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Harbani Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Robbins dalam Tika P. (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka penjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara nyata Stoner (Kurniawan, 2005:106) menekankan pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.. Seperti hal nya dengan keberhasilan meningkatkan Efektifitas Pelayanan di Kantor Polsek Dumai Barat ini ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada tiap-tiap masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan memberikan kepuasan untuk masyarakat dalam menjalani tugas disetiap Penyelenggara Pelayanan.
	Efektivitas didefinisikan oleh banyak pakar, Menurut (Harbani Pasolong 2007:4), Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memilki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai pengunaan kata efisiensi lekat dengan kata.
b. Pelayanan
	Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa. Menurut AS. Moenir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir 2005:16). Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan phisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis (Agus Sulastiyono, 2002:41). Endar Sugiarto, (1999 : 36 ) menyatakan pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani.
	Tolak ukur pelayanan yang baik melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan dan keinginan-keinginan tamu. Penilaian kualitas pelayanan ditentukan oleh tamu sebagai pemakai jasa pelayanan tersebut. Menurut Kotler (2008:83), pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Fandy Tjiptono (2012:4) pelayanan (service) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak (visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage).
Dalam konteks ini penilaian mengenai efektivitas layanan publik menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti jika dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkan terkait sejauh mana keselarasannya dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mencermati fenomena ini keberadaan teori efektivitas pelayanan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membeda persoalan tersebut terutama jika dikaitkan dengan tujuan kebijakan yaitu untuk memberdayakan masyarakat. beberapa ahli seperti Epstein (1988) berusaha membuat sejumlah parameter atau indikator yang bisa digunakan untuk menilai efektivitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan daerah.
Efektivitas adalah upaya terpadu dan sistematik untuk mengkaji atau mengevaluasi keberhasilan sistem pelayanan masyarakat dalam melaksanakan misinya, dan bagaimana tingkat kemampuan/kompetensi para pejabat pemerintah atau ornop lokal dalam menjalankan fungsi tersebut. Mengenai hal ini Paul D Epstein (1988) dalam bukunya Using Performance Measurement in Local Government mengatakan: indikator keefektifan dalam mengukur responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi public dalam hal ini, mutu pelayanan merupakan bahan kajian yang penting. Indikator efisiensi adalah dengan membandingkan kuantitas jasa atau pelayanan yang dihasilkan (misalnya berapa ton sampah yang berhasil dikumpulkan) dengan sumberdaya yang dikerahkan (misalnya jam kerja) untuk misi itu indikator efisiensi dapat menunjukkan besarnya biaya yang rasional untuk pengadaan jasa tersebut.
Dalam konteks pemerintah daerah (local government) Epstein (1988) memberikan sejumlah parameter yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah pemerintahan khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam melayani publik. Menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno (1994:16) menyatakan bahwa efektivitas pelayanan adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditemukan sebelumnya. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (1987:151) efektivitas pelayanan adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang ditetapkan.
 Menurut Epstein (1988: 10) ada empat kategori yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah efektifivas dari produk pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah khususnya jika dikaitkan dengan persoalan responsivitas kebijakan dengan kebutuhan, harapan publik dan dikaitkan dengan sejumlah hambatan seperti hambatan seperti hambatan fiscal. Keempat kategori itu adalah sejumlah ukuran yang terkait dengan kondisi atau keadaan masyarakat, kinerja pelayanan, persepsi dan kepuasan masyarakat, dan hasil atau dampak dari pelayanan.
Dengan menggunakan variabel-variabel ini, Effendi dan Mansyur (2013, p. 971), melalui penelitiannya yang mengkaji efektivitas pelayanan publik di Indonesia, bahwa pelayanan bersifat monopolistik yang terjadi karena tidak ada kompetitor dari birokrasi non-pemerintah, masih besarnya tekanan dari lingkungan, dan melekatnya budaya patrimonial yang dibawa dari kebiasaan asli masyarakat setempat yang tidak kondusif
 Dalam mengukur efektivitas sebagai orientasi, Siagian menyoroti pada empat hal, yakni (Siagian, 2003): 
1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi
2. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan
3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa yang telah ditetapkan
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas yang telah dirumuskan.

B. Operasional Variabel Penelitian 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep-konsep dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana tujuan penelitian yang dilakukan seperti:
1. Efektivitas
        Efektivitas merupakan suatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah ditetapkan
2. Pelayanan
        Pelayanan adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses.
3. Efektivitas Pelayanan 
Efektivitas pelayanan adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.
4. Kantor Polsek Dumai Barat
Kantor Polsek Dumai Barat adalah kantor polisi yang bertanggung jawab atas suatu wilayah atau sektor di kecamatan dumai barat. untuk menyediakan layanan kepolisian yang lebih terjangkau dan efisien bagi masyarakat setempat.
Selanjutnya untuk melihat Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di kantor Polsek Dumai Barat menggunakan teori menurut Rahmayanty (2013:89) yang memberikan penjelasan mengenai standar pelayanan publik meliputi beberapa hal berikut:
1. Prosedur Pelayanan
Yang dimaksud dengan prosedur pelayanan dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan dalam melakukan prosedur pelayanan di Kantor Polsek Dumai Barat pada bagian pelayanan SKCK. Dan untuk sub indikator prosedur pelayanan dapat dilihat melalui:
a. Persyaratan pelayanan SKCK yang jelas pada Kantor Polsek Dumai Barat.
b. Prosedur untuk mendapatkan layanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat mudah dipahami dan diikuti.
c. Petugas memberi pelayanan berdasarkan alur dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
2. Waktu Penyelesaian
Yang dimaksud waktu penyelesaian dalam penelitian ini adalah waktu yang telah ditetapkan sesuai standar operasional Kantor Polsek Dumai Barat Pada Bagian pelayanan SKCK. Sesuai dengan yang telah dipaparkan pada Bab I, waktu penyelesaian menjadi salah satu yang dikeluhkan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa waktu penyelesain di Kantor Polsek Dumai Barat pada bagian pembuatan SKCK cenderung lambat. Waktu penyelesaian dapat dilihat melalui sub indikator berikut :
a. Kepatuhan pegawai dalam melayani sudah sesuai dengan prosedur pelayanan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
b. Waktu penyelesaian layanan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
c. Layanan yang transparan dalam memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
2. Biaya Pelayanan
Yang dimaksud biaya pelayanan dalam penelitian ini adalah jumlah tarif yang harus dibayar oleh penerima pelayanan yang ada Kantor Polsek Dumai Barat pada bagian pembuatan SKCK. Biaya pelayanan dapat dilihat melalui sub indikator berikut:
a. Informasi mengenai biaya layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
b. Pegawai telah mematuhi standar biaya yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
c. Biaya yang dikenakan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
3. Produk Pelayanan
Yang dimaksud produk pelayanan dalam penelitian ini adalah bentuk dari hasil pelayanan yang diberikan oleh kantor polsek dumai barat pada bagian pembuatan SKCK yang diberikan kepada penerima layanan yaitu masyarakat yang mengurus SKCK. Produk pelayanan dapat dilihat melalui sub indikator berikut:
a. Keterangan mengenai jenis layanan yang diberikan oleh pegawai dalam proses pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
b. Pegawai memberikan hasil layanan yang tepat mengenai pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
c. Jenis layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Kantor Polsek Dumai Barat.
4. Sarana dan Prasarana
Yang dimaksud sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah segala fasilitas pelayanan yang ada pada Pelayanan SKCK Di Kantor Polsek Dumai Barat. Sarana dan prasarana dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Tersedia komputer yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
b. Ruang tunggu yang bersih dan nyaman disediakan untuk memberikan pelayanan dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
c. Fasilitas yang memadai tersedia untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
5. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Yang dimaksud kompetensi petugas pemberi pelayanan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap pemberi pelayanan di Kantor Polsek Dumai Barat Pada Bagian Pelayanan SKCK. Kompetensi petugas menjadi hal yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Keluhan ini mulai dari ketidakjelasan jam kerja hingga masalah etika petugas dalam memberika pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan dapat dilihat melalui sub indikator berikut:
a. Tersedia pegawai yang responsif terhadap keluhan masyarakat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
b. Kemampuan pegawai untuk memproses pengajuan permohonan dengan cepat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
c. Pegawai yang bertugas menunjukkan sikap ramah dan sopan saat memberikan layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Untuk mengukur setiap sub indikator yang terdapat dalam indikator diatas, maka penulis menggunakan rating scale untuk mengukur sikap dan persepsi responden terhadap gejala atau fenomena sosial. Adapun teknik pengukuran menggunakan Rating Scale. Menurut Riduwan (2011:20), teknik pengukuran Rating Scale adalah skala pengukuran yang memperoleh data mentah (angka-angka) kemudian ditafsirkan dalam data kualitatif (kata-kata). Skala pengukuran yang diberikan adalah sebagai berikut:

-	Efektif diberi skor (E)		: di beri skor 3
-	Cukup Efektif diberi skor (CE)	: di beri skor 2
-	Tidak Efektif diberi skor (TE)	: di beri skor 1
Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan pengolahan data menggunakan jumlah skor kriterium dengan rumus sebagai berikut:
(Skor tertinggi tiap item) x (Jumlah item) x (Jumlah responden)
















BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini  dilakukan pada Kantor Polsek Dumai Barat  di Jalan Inpres, Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yang merupakan tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah dalam penelitian yang berlangsung, Penulis tertarik melakukan penelitian pada Kantor Polsek Dumai Barat  merupakan salah satu institusi Pemerintah yang berperan menangani masalah dalam pelayanan pada Kantor Polsek Dumai Barat yang ada di Kota Dumai juga di awali masih ada nya permasalahan dalam Efektivitas Pelayanan Di Kantor Polsek Dumai Barat.
B. Populasi Dan Sampel
Menurut Sugiyono (2010 : 90)populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa petugas yang ada di Kantor Polsek Dumai Barat. Populasi menurut Sugiyono (2013:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diambil untuk dijadikan sampel dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:57) sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk personil Kantor Polsek Dumai Barat ialah, teknik sampling jenuh (sensus sampling) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Azizah, 2022) Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk masyarakat Dumai Barat  ialah metode sampel acak sederhana (simple random sampling). Menurut Sugiyono dalam Puspitasari (2021:21) simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian Pada Kantor Polsek Dumai Barat
	No
	Bagian/Unit
	Populasi
	Sampel
	Presentase (%)

	1.
	Kapolsek
	1
	1
	100%

	2.
	Kanit Rekskrim 
	1
	1
	100%

	3.
	Kasi Humas
	1
	1
	100%

	4.
	Kasium
	1
	1
	100%

	5.
	Kanit Intel
	1
	1
	100%

	6.
	Panit  Binmas
	1
	1
	100%

	7.
	Masyarakat yang mengurus SKCK
	200
	100
	50%

	
	TOTAL
	206
	106


Sumber : Kantor Polsek Dumai Barat Tahun 2023
  Berdasarkan pada tabel III.1 Populasi dalam penelitian ini meliputi Kapolsek, Kanit Rekskrim, Kasi Humas, Kasium, Kanit Intel, dan Panit Binmas di kantor polsek Dumai Barat, masing-masing terdiri dari satu orang. Peneliti memilih untuk mengambil keseluruhan populasi yang disebutkan di atas, dan menambahkan 50 sampel dari masyarakat yang sedang mengurus SKCK.Top of FormBottom of Form
C. Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Data Primer 
Menurut Sugiyono (2013:137), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian. 
     Data yang diperlukan meliputi data Efektivitas Pelayanan Pada Kantor Polsek Dumai Barat Berupa : 
a. Prosedur Pelayanan.
b. Waktu Penyelesaian.
c. Biaya Pelayanan.
d. Produk Pelayanan.
e. Sarana Dan Prasarana.
f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan.
2. Data Sekunder 
Menurut Sugiyono (2013:137) data sekunder  merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam hal ini data yang diperoleh dari kantor Polsek Dumai Barat  yang diperlukan meliputi:

a. Sejarah singkat Kantor Polsek Dumai Barat 
b. Kegiatan di Kantor Polsek Dumai Barat 
c. Struktur organisasi dan uraian tugas di Kantor Polsek Dumai Barat
d. Sarana dan Prasarana di Kantor Polsek Dumai Barat
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan data atau informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya adapun teknik/cara dalam mengumpulkan data atau informasi tersebut adalah sebagai   berikut:
1. Angket/kusioner
Menurut Anwar (2009:168) Angket/Kuisioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah evaluasi Efektivitas Pelayanan Di Kantor Polsek Dumai Barat.
E. Analisa Data
		Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan metode untuk mengelompokkan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Selanjutnya analisis statistik dilakukan secara deskriptif. Data disajikan dalam format tabel dengan uraian dan uraian menggunakan skala penilaian. Menurut Sugiyono (2017:97), skala penilaian merupakan data mentah yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan ditafsirkan secara kualitatif. Dimana setiap item jawaban dari setiap pertanyaan diberikan distribusi responden terkait dengan jawaban responden per indikator sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang memberikan penilaian satu sampai tiga dengan kriteria yang digolongkan, sebagai berikut: 
Diberikan penilaian Efektif (E)		: 3 
Diberikan penilaian Cukup Efektif (CE)	: 2 
Diberikan penilaian Tidak Efektif (TE)	: 1 
Untuk melihat hasil penelitian, jawaban responden dianalisis per indikator sehingga diketahui jumlah responden yang memberikan penilaian Efektif, Cukup Efektif, dan Tidak Efektif. Hasil ini kemudian direkapitulasi. Data disajikan menggunakan distribusi frekuensi untuk melihat persentase tanggapan responden pada setiap kategori jawaban, dan lebih melengkapi hasil penelitian disajikan dalam bentuk lembaran data hasil penelitian.
Rumus  ingin menghitung jawabab responden per indikator :
          (JUMLAH DARI PENILAIAN : 100 X JUMLAH SAMPEL)









BAB IV
GAMBARAN UMUM KANTOR POLSEK DUMAI BARAT

A. Sejarah Berdirinya Kantor Polsek Dumai Barat
Polsek Dumai Barat terletak di jalan Inpres, Purnama - Dumai, dengan membawahi 1 (satu) Polsubsektor yang terletak di Kec. Dumai Selatan, 1 (satu) Pos Polisi Bhabinkamtibmas di Kel. Purnama, dan 1 (satu) Pos Polisi Bhabinkamtibmas di Kelurahan Mekar Sari.
Didasari dari kebutuhan akan tingkat keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Dumai Barat dan sekitarnya menuntut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) perlu membangun Markas Komando (MAKO). Sehingga pada tanggal 07 Agustus 2003 diresmikan Polisi Sektor (POLSEK) Dumai Barat berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol : KEP/219/VII/2010. Hal ini bertujuan agar bertanggung jawab atas Komando dan pengendalian wilayah kecamatan.
Luas Daerah Wilayah Hukum Polsek Dumai Barat dengan Rincian sebagai berikut:
1. Kec. Dumai Barat	: 45 km2
1. Kec. Dumai Selatan	: 62 km2
Dengan batas - batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan	: Selat Rupat
b. Sebelah Selatan dengan	: Kecamatan Bukit Kapur
c. Sebelah Barat dengan 	: Kecamatan Sungai Sembilan
d. Sebelah Timur dengan	: Kecamatan Dumai Kota
e. Sebelah Tenggara		: Kecamatan Dumai Timur
B. Keadaan dan Komposisi Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai
Organisasi merupakan wadah untuk mencapai tujuan, untuk itu keberadaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi tersebut. Keberhasilan dari organisasi tidak terlepas dari kemampuan pegawainya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap pegawai dituntut untuk mampu melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Untuk itu peran pemimpin menjadi penting untuk dapat mengarahkan bawahannya dalam tujuan pencapaian visi organisasi.
Untuk melihat keadaan serta komposisi pegawai pada Polsek  Dumai Barat Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan:
1. Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
Manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang sangat mutlak. Tanpa adanya manusia organisasi tidak mampu berjalan dan mencapai tujuan. Didalam oraganisasi manusia dituntut untuk senantiasa memiliki rasa tanggung jawab serta kesadaran dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin pada pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
TABEL IV.1
Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai 
Berdasarkan Jenis Kelamin

	No.
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Laki-laki
	52
	100

	2
	Perempuan
	-
	-

	
	Jumlah
	52
	100


Sumber : Data Olahan Polsek Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024

Berdasarkan tabel IV.1 diatas, dapat diketahui seluruh anggota Polsek Dumai Barat Kota Dumai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang (100%).
1. Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kemampuan pegawai pada sebuah organisasi sangat menentukan kemajuan dan keberhasilan organisasi. Untuk itu dukungan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang jelas sangat diperlukan. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :




Tabel IV.2
Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	No.
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	S1
	27
	52

	2
	SMA
	25
	48

	
	Jumlah
	52
	100


Sumber : Data Olahan Polsek Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024
Berdasarkan tabel II.2 diatas, dapat diketahui secara umum tingkat pendidikan pegawai pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai yaitu lulusan Perguruan Tinggi berjumlah 27 orang (52%), dan untuk lulusan SMA berjumlah 25 orang (48%).
2. Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai Berdasarkan Pangkat
Untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan, Polsek Dumai Barat Kota Dumai telah  menempatkan pegawai berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Para pegawai membantu kegiatan Polsek dalam kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan akan terlihat pada tabel IV.3 berikut :
Tabel IV.3
Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai Berdasarkan Pangkat

	
No.
	Pangkat
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	KOMPOL
	1
	1,92

	2
	AKP
	3
	5,77

	3
	IPTU
	3
	5,77

	4
	IPDA
	5
	9,62

	5
	AIPTU
	8
	15,38

	6
	AIPDA
	9
	17,31

	7
	BRIPKA
	16
	30,77

	8
	BRIGADIR
	4
	7,69

	9
	BRIPTU
	2
	3,85

	10
	BRIPDA
	1
	1,92

	
	Jumlah
	52
	100


Sumber : Data Olahan Polsek Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2024
Ditinjau dari pangkat, maka jumlah personil terbanyak adalah berpangkat BRIPKA sebanyak 16 personil atau 30,77%, dan personil yang paling sedikit berpangkat Kompol dan Bripka masing masing berjumlah 1 atau 1,92% dari jumlah seluruh personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai.
3. Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai Berdasarkan Masa Kerja
Setiap pegawai tentu memiliki pengalaman kerja yang mana pengalaman tersebut didapat dari masa selama bekerja pada suatu organisasi. Masa kerja menjadi penting untuk diperhatikan karena merupakan salah satu penilaian terhadap karirnya baik berupa prestasi bagi dirinya sendiri maupun organisasi. Lama masa kerja dan pengalaman tentu akan mempengaruhi dari kinerja setiap pegawai. Untuk melihat masa kerja pegawai pada pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4

Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai
 Berdasarkan Masa Kerja

	No.
	Masa Kerja
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	1 - 5 Tahun
	7
	13,46

	2
	6 - 10 Tahun
	9
	17,31

	3
	11 - 15 Tahun
	8
	15,38

	4
	16 - 20 Tahun
	22
	42,31

	5
	21 - 25 Tahun
	6
	11,54

	
	Jumlah
	52
	100


Sumber : Data Olahan Polsek Dumai Barat Kota Dumai tahun 2024
Berdasarkan tabel IV.4 diatas, dapat diketahui masa kerja pegawai pada pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai, untuk masa kerja 1-5 Tahun berjumlah 7 orang (13,46%), untuk masa kerja 6-10 Tahun berjumlah 9  orang (17,31%), sedangkan untuk masa kerja 11-15 Tahun berjumlah 8 orang (15,38%), untuk masa kerja 16-20 Tahun berjumlah 22 orang (42,31%) dan untuk masa kerja 21-25 Tahun berjumlah 6 orang (11,54%). 
4. Keadaan Personil Polsek Dumai Barat Kota Dumai Berdasarkan Umur
Umur menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan dalam sebuah organisasi. Semangat dalam bekerja tentu dapat dilihat dari faktor usia. Biasanya semakin tua umur seseorang maka semakin menurun semangatnya dalam bekerja. Untuk melihat kelompok umur pegawai pada pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel IV.5
Keadaan Personil Pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai 
Berdasarkan Umur

	No.
	Kelompok Umur
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	21 - 30 Tahun
	7
	13,46

	2
	31 - 40 Tahun
	24
	46,15

	3
	41 - 50 Tahun
	12
	23,08

	4
	51 - 60 Tahun
	9
	17,31

	 
	Jumlah
	52
	100


Sumber : Data Olahan Polsek Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2024
Berdasarkan tabel IV.5 diatas, dapat diketahui secara umum umur pegawai Polsek Dumai Barat Kota Dumai, pegawai yang berusia 21-30 Tahun berjumlah 7 orang (13,46%), usia 31-40 Tahun berjumlah 24 orang (46,15%), sedangkan usia 41-50 Tahun berjumlah 12 orang (23,08%) dan usia 51-60 Tahun 9 orang (17,31%).
C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas setiap Sub/Unit Kerja.
Menurut Hasibuan (organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, 2011:128) struktur bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.
Suatu organisasi sangat erat hubunganya dengan manajemen, setiap organisasi hendaknya mempunyai suatu manajemen yang baik, agar apa yang menjadi tujuan organisasi bisa terlaksana dengan efektif dan efesien dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

	Untuk itu maka diperlukan suatu struktur organisasi yang merupakan suatu alat manajemen dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Adanya struktur organisasi yang baik dalam suatu badan, kantor atau organisasi, maka pembagian tugas dan tanggung  jawab masing-masing karyawan/ pegawai/ pekerja, dapat diketahui secara jelas menurut susunan dari struktur organisasi dan uraian tugas masing masing.
BAGAN IV.1
STRUKTUR ORGANISASI POLSEK DUMAI BARAT
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Sumber Data :Kantor Polsek Dumai Barat 2024



Berdasarkan struktur organisasi di atas, setiap bagian dari Polsek Dumai Barat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Kepala Polsek (Kapolsek) berfungsi :
a. Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
b. Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
c. Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
d. Pimpinan Gelar Tingkat Polsek : Kapolsek / Waka / Kaunit (disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan gelar perkara).
2. Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek) berfungsi :
a. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;
b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan
c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
3. Unit Provos berfungsi :
a. Berfungsi sebagai unsur pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
b. Berfungsi sebagai unsur penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
c. Berfungsi sebagai unsur pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
d. Berfungsi sebagai unsur pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.
e. Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.
4. Seksi Umum (Sium) berfungsi :
a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek.
b. Pelayanan administrasi personel dan sarpras.
c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek.
d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
5. Seksi Hukum (Sikum) berfungsi :
a. Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya.
b. Pemberian pendapat dan saran hukum.
c. Penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.
6. Seksi Humas (Sihum) berfungsi :
a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek.
b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek
7. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) berfungsi :
a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian.
b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek
8. Unit Intelije dan Keamanan (Intelkam) berfungsi :
a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek.
b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan.
d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen. 
e. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
9. Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) berfungsi :
a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
10. Unit Bina Masyarakat (Binmas) berfungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.
b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
11. Unit Samapta Bhayangkara (Sabhara) berfungsi :
a. Pelaksanaan tugas Turjawali.
b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP.
d. Penjagaan dan pengamanan markas.
12. Unit Lalu lintas (Lantas)  berfungsi :
a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas.
b. Pelaksanaan Turjawali lalulintas dalam rangka Kamseltibcarlantas
c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
D. Sarana dan prasarana Pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai
Pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, telah memperhatikan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada pegawainya. Sarana dan prasarana tersebut berupa peralatan-peralatan dan barang-barang yang digunakan sebagai perlengkapan kerja yang dapat menunjang suatu pekerjaan pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai, sehingga dalam melaksanakan tugas serta kewajiban yang dilakukan oleh pegawai atau personil tidak ada hambatan dalam sarana dan prasarana yang telah di sediakan.  
Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat membantu  kegiatan operasional yang ada dikantor atau dilapangan pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel IV.6
Sarana dan Prasarana pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai
	No
	Jenis Sarana Dan Prasarana Kerja
	Kondisi
	Jumlah


	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat
	

	1
	Loket Pendaftaran
	1
	-
	-
	1

	2
	Ruang Tunggu
	-
	-
	-
	-

	3
	Komputer
	2
	-
	1
	3

	4
	Printer
	1
	1
	-
	2

	5
	Meja
	12
	2
	-
	14

	6
	Kursi
	14
	6
	-
	20

	7
	Kursi Putar
	5
	1
	-
	6

	8
	Bangku Panjang
	2
	-
	-
	2

	9
	Meja pengisisan formulir
	1
	-
	-
	1

	10
	Mushola
	1
	-
	-
	1

	11
	Tempat Parkir
	1
	-
	-
	1

	12
	HT
	7
	1
	1
	9

	13
	Pemadam Api
	1
	-
	-
	1

	14
	Sound System Portable
	1
	-
	-
	1

	15
	Radio Rig
	1
	-
	-
	1

	16
	File cabinet
	2
	-
	-
	2



Sumber Data: Polsek Dumai Barat Kota Dumai, Tahun 2024
Dilihat dari tabel IV.6 sarana dan prasarana pada Polsek Dumai Barat Kota Dumai memiliki Loket pendaftaran dengan jumlah 1 dalam kondisi baik, Polsek Dumai Barat tidak memiliki ruang tunggu, komputer berjumlah 3 unit dengan kondisi baik 2 unit dan kondisi rusak berat berjumlah 1 unit, printer berjumlah 2 unit dengan kondisi baik 1 unit dan rusak ringan 1 unit, meja berjumlah 12 unit dalam kondisi baik dan 2 dalam kondisi rusak ringan, kursi berjumlah 20 unit dengan kondisi baik 14 unit dan kondisi rusak ringan 6 unit, kursi putar berjumlah 5 unit dengan kondisi baik, bangku panjang berjumlah 2 unit dengan kondisi baik, memiliki 1 mushola dengan kondisi baik, memiliki 1 tempat parkir, meja pengisian formulir 1 unit dalam kondisi baik, HT berjumlah 9 unit dalam kondisi baik 7 unit dan kondisi rusak ringan 1 unit dengan kondisi rusak berat sebanyak 1 unit, memiliki 1 unit pemadam api dalam kondisi baik, soundsystem portabel berjumlah 1 unit dalam kondisi baik, radio rig berjumlah 1 unit dalam kondisi baik, dan file cabinet berjumlah 9 unit dalam kondisi baik 6 unit, kondisi rusak ringan 1 unit dan kondisi rusak berat berjumlah 2 unit.













BAB V
EFEKTIVITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KANTOR POLSEK DUMAI BARAT.

A. Identitas Responden
Penelitian ini dilakukan di Kantor Polsek Dumai Barat, sebuah institusi pemerintahan yang bertugas terkait penegakan hukum dan keamanan masyarakat. Dalam penelitian ini, angket disebarkan kepada pegawai ASN dan masyarakat Kecamatan Dumai Barat . Angket tersebut mencakup pernyataan mengenai Efektivitas Pelayanan dalam pembuatan SKCK serta informasi identitas responden seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan akhir. Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 106 responden. Identitas responden dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.
1. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin merupakan aspek identitas diri yang memberikan gambaran mengenai kemampuan dan ketahanan fisik seseorang. Di Kantor Polsek Dumai Barat, jenis kelamin dapat mempengaruhi bagaimana pegawai menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut kekuatan fisik dan ketahanan yang tinggi, terutama dalam situasi lapangan yang berat dan memerlukan waktu lama. 
Selain itu, perbedaan jenis kelamin juga mencerminkan variasi dalam kemampuan berpikir. Laki-laki di kantor polisi mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan rasional dalam menangani masalah dan mengambil keputusan, sementara perempuan mungkin lebih sering menerapkan pendekatan emosional dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menangani situasi konflik. Pemahaman terhadap perbedaan ini bisa membantu dalam mengoptimalkan tim dan strategi kerja di Polsek Dumai Barat. Adapun Jumlah dan persentase responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut :
Tabel V.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	mn No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Total
	Persentase %

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	Laki-Laki
	6
	60
	66
	62,26%

	2
	Perempuan
	0
	40
	40
	37,73%

	Jumlah
	6
	100
	106
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Tahun 2024
Berdasarkan Tabel V.1, mayoritas responden penelitian adalah laki-laki, dengan jumlah 66 orang (62,26%), sedangkan responden perempuan mencapai 40 orang (37,74%). Data ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dalam pembuatan SKCK, yang dapat dipengaruhi oleh faktor demografi pengguna layanan SKCK. Laki-laki mungkin lebih sering memerlukan SKCK untuk tujuan pekerjaan atau izin usaha, dan perbedaan ini mungkin juga dipengaruhi oleh kebiasaan budaya atau kebutuhan administratif yang lebih umum di kalangan laki-laki. 
2. Identitas responden berdasarkan umur
Umur berkaitan dengan perkembangan biologis seseorang. Usia seseorang dikelompokkan berdasarkan tahap perkembangannya. Perkembangan biologis ini mempengaruhi perkembangan fisik, seperti ukuran tubuh, serta perkembangan psikologis dan kognitif, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan dan keterampilan dalam bekerja.
Umur merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh setiap organisasi. Usia produktif menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pegawai dapat memberikan kontribusi optimal demi kesuksesan organisasi. Dalam penelitian ini, umur menjadi salah satu karakteristik identitas responden yang perlu diteliti untuk memberikan gambaran tentang kemampuan dan produktivitas responden. Data berdasarkan umur dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel V.2
Responden Berdasarkan Umur   

	No
	Umur
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	TOTAL
	

	1
	17-25 Tahun
	-
	55
	55
	52%

	2
	26-40 Tahun
	-
	45
	45
	42,4%

	3
	41-57 Tahun
	6
	-
	6
	5,6%

	Jumlah
	6
	100
	106
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia antara 17-25 tahun berjumlah 55 orang (52%),respoden yang berusia 26-40 Tahun 45 orang (42,4%), responden yang berusia 41-57  sebanyak 6 orang (5,6%).
.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
Perbedaan tingkat pendidikan merupakan salah satu gambaran untuk bisa menilai kecakapan dan kemampuan dalam memahami kondisi proses penerima dan pemberi layanan dari pihak yang mengemban tugas dan tanggung jawab dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan dapat Memberikan gambaran dalam mencari jawaban dari penelitian penulis.
Untuk lebih jelasnya perbedaan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  V.3
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
	No
	Jenis Kelamin
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	ASN
	Masyarakat
	
	

	1
	S2/Sederajat
	1
	-
	1
	0,94%

	2
	SI/Sederajat
	1
	35
	36
	29,24%

	3
	SLTA/Sederajat
	4
	65
	69
	60,95%

	Jumlah
	6
	100
	106
	100%


Sumber Data: Hasil Olahan Data Tahun 2024

Berdasarkan tabel V.3 diatas, bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah 1 orang (0,94%), responden S1 berjumlah 36 orang (33,96%), reponden tingkat SMA berjumlah 64 orang (60,95%), dan responden tingkat SMP berjumlah 69 orang (65,9%).
B. Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Di Kantor Polsek Dumai Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah atau berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat. Penelitian ini melibatkan 6 orang pegawai dan Tenaga Kontrak Perjanjian Kerja (TKPK) ataupun masyarakat yang pernah membuat SKCK sebanyak 100 orang yang mengisi angket.
Untuk lebih memperjelas, penulis membuat angket yang dirancang untuk memberikan jawaban atas pernyataan penelitian, dengan menggunakan indikator-indikator yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai indikator-indikator tersebut :
1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan dinilai berdasarkan berbagai faktor penting, seperti efisiensi, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Proses ini dimulai dengan menerima permintaan atau keluhan dari pelanggan, yang kemudian ditangani oleh tim terkait sesuai dengan standar operasional yang ada. Setiap tahap dalam pelayanan harus dilaksanakan dengan teliti, memastikan semua kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan cepat dan akurat. Evaluasi serta umpan balik dari pelanggan juga menjadi elemen kunci dalam mengukur keberhasilan prosedur pelayanan, sehingga terus dapat diperbaiki. Untuk mengukur produktivitas dalam penelitian ini, digunakan beberapa sub-indikator sebagai berikut:
a. Persyaratan pelayanan SKCK yang jelas pada Kantor Polsek Dumai Barat.
Persyaratan pelayanan untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polsek Dumai Barat mencakup beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon. Dokumen tersebut meliputi fotokopi KTP, pas foto terbaru dengan ukuran dan jumlah yang telah ditentukan, serta mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor tersebut. Pemohon juga diharapkan untuk membawa dokumen tambahan seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran jika diperlukan. Proses ini harus dilakukan secara langsung di Kantor Polsek Dumai Barat sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan.
b. Prosedur untuk mendapatkan layanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat mudah dipahami dan diikuti.
Prosedur untuk mendapatkan layanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat dirancang agar mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Proses dimulai dengan pendaftaran melalui loket yang tersedia, di mana pemohon mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP dan pas foto. Setelah itu, data akan diverifikasi oleh petugas, dan jika semua persyaratan terpenuhi, SKCK akan diproses dan dapat diambil dalam waktu yang ditentukan. Petugas di sana juga siap memberikan panduan atau bantuan jika diperlukan untuk memastikan proses berjalan lancar.
c. Petugas memberi pelayanan berdasarkan alur dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Petugas di Kantor Polsek Dumai Barat memberikan pelayanan pembuatan SKCK dengan mengikuti alur dan jenis pelayanan yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dengan pemohon mengajukan permohonan dan menyerahkan persyaratan yang diperlukan. Setelah itu, petugas akan memverifikasi data dan dokumen yang diberikan. Berdasarkan jenis pelayanan yang dibutuhkan, petugas kemudian akan memproses permohonan sesuai dengan prosedur standar, memastikan semua tahap dilaksanakan dengan tepat dan cepat hingga SKCK selesai dan diserahkan kepada pemohon.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai prosedur pelayanan dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:











Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Prosedur Pelayanan

	No.
	Sub  indilkator
	Kriteria Indikator 1

	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	Efektif
	Cukup Efektif 
	Tidak Efektif
	

	1
	Persyaratan pelayanan SKCK yang jelas pada Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	68
	34
	4
	106

	2
	Prosedur untuk mendapatkan layanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat mudah dipahami dan diikuti
	Frekuensi
	60
	44
	2
	106

	3
	Petugas memberi pelayanan berdasarkan alur dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	61
	40
	5
	106

	Total
	Frekuensi
	189
	118
	11
	318

	
	Frekuensi
	59%
	37%
	4%
	100%


Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
 Berdasarkan penelitian yang terdapat dalam tabel V.4 tentang prosedur pelayanan, ada tiga sub indikator utama yang dinilai oleh responden. Sub indikator pertama adalah kejelasan persyaratan pelayanan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Dari 106 responden, 68 orang menganggap persyaratan tersebut efektif, 34 orang menyatakan cukup efektif, dan 4 orang menilai tidak efektif. Sub indikator kedua adalah kemudahan prosedur dalam mendapatkan layanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Hasil menunjukkan bahwa 60 responden menilai prosedur ini efektif, 44 orang menilai cukup efektif, dan 2 orang menilai tidak efektif. Sub indikator ketiga adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan alur dan jenis pelayanan yang diperlukan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Sebanyak 61 responden menilai pelayanan ini efektif, 40 orang menyatakan cukup efektif, dan 5 orang menilai tidak efektif.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosedur pelayanan  dapat lebih jelas melalui diagram berikut :  
Diagram V.I

       





Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
Dari diagram V.I diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 106 responden yang diteliti diperoleh hasil yang menyatakan Efektif sebesar 59% dengan 63 responden, sedangkan yang menyatakan Cukup Efektif mendapatkan sebesar 37% dengan 39 responden, sementara yang menyatakan Tidak Efektif hanya 4% dengan 4 responden.


2.  Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian diukur dari durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses, mulai dari inisiasi hingga penyelesaian akhir. Pengukuran ini mencakup seluruh rentang waktu yang diperlukan, termasuk waktu tunggu, waktu pengerjaan, dan setiap penundaan yang terjadi. Waktu penyelesaian merupakan indikator penting dalam manajemen proyek dan proses bisnis, karena dapat mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Faktor-faktor seperti kompleksitas tugas, sumber daya yang tersedia, dan efektivitas manajemen dapat memengaruhi lama waktu penyelesaian.
a. Kepatuhan pegawai dalam melayani sudah sesuai dengan prosedur pelayanan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Kepatuhan pegawai dalam melayani pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat sudah sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan. Pegawai mengikuti setiap langkah yang tercantum dalam standar operasional, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi data, hingga penerbitan SKCK, memastikan proses berjalan dengan tertib dan efisien. Kepatuhan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang konsisten dan transparan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga integritas layanan di institusi tersebut.
b. Waktu penyelesaian layanan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Waktu penyelesaian layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat harus sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, yang biasanya mencakup seluruh proses dari pengajuan hingga penerbitan SKCK. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan berjalan efisien dan transparan, sehingga masyarakat dapat menerima SKCK mereka dalam jangka waktu yang wajar. Kepatuhan terhadap standar waktu ini juga mencerminkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kantor polisi, serta membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut.
c. Layanan yang transparan dalam memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Layanan yang transparan dalam memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat berarti pihak kantor secara jelas dan terbuka menyampaikan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan SKCK, mulai dari pengajuan hingga penerbitan dokumen tersebut. Transparansi ini mencakup penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui, kemungkinan waktu tunggu, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lama waktu penyelesaian. Dengan adanya informasi yang transparan, pemohon SKCK dapat memiliki ekspektasi yang realistis dan merasa lebih percaya terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga tercipta kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap instansi tersebut.
Untuk melihat tanggapan responden tentang waktu penyelesaian dapat dilihat pada Tabel V.5 berikut:













Tabel V.5
Tanggapan Responden tentang waktu penyelesaian

	No
	Sub  indilkator
	Kriteria Indikator 2
 
	jumlah 

	
	
	Frekuensi
	Efektif
	Cukup Efektif 
	Tidak Efektif
	

	1
	Kepatuhan pegawai dalam melayani sudah sesuai dengan prosedur pelayanan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	51
	48
	7
	106

	2
	Waktu penyelesaian layanan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	45
	54
	7
	106

	3
	Layanan yang transparan dalam memberikan informasi mengenai waktu  penyelesaian pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	48
	53
	5
	106

	total
	Frek
	144
	155
	19
	318

	
	    Frek %
	45%
	49%
	6%
	100%


Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
	Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel V.5 mengenai waktu penyelesaian, terdapat tiga sub indikator utama yang dievaluasi oleh responden. Sub indikator pertama adalah kepatuhan pegawai dalam melayani sesuai dengan prosedur pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Dari 106 responden, 51 orang menilai pelayanan ini efektif, 48 orang menyatakan cukup efektif, dan 7 orang menganggap tidak efektif. Sub indikator kedua adalah kesesuaian waktu penyelesaian layanan dengan standar yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Sebanyak 45 responden menilai waktu penyelesaian ini efektif, 54 orang menganggap cukup efektif, dan 7 orang menyatakan tidak efektif. Sub indikator ketiga adalah transparansi layanan dalam memberikan informasi terkait waktu penyelesaian pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat, dengan 48 responden menyatakan pelayanan ini efektif, 53 orang menilai cukup efektif, dan 5 orang menilai tidak efektif.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap waktu penyelesaian dapat lebih jelas melalui diagram berikut:
Diagram V.2

Sumber Data : Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan diagram V.2, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 106 responden, 58% atau 62 responden menyatakan bahwa pelayanan tersebut Efektif. Sementara itu, 37% atau 39 responden menilai pelayanan Cukup Efektif, dan hanya 5% atau 5 responden yang menganggap pelayanan tersebut Tidak Efektif.
3. Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan diukur dari berbagai faktor yang meliputi kualitas layanan, kecepatan respons, dan kepuasan pelanggan. Selain itu, biaya juga dipengaruhi oleh sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, teknologi, dan bahan-bahan pendukung. Efisiensi operasional serta kebijakan harga yang diterapkan turut menentukan besarnya biaya pelayanan. Analisis biaya ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan tanpa mengorbankan keuntungan perusahaan.
a. Informasi mengenai biaya layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Biaya layanan untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polsek Dumai Barat biasanya mengikuti standar nasional yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk memperoleh SKCK, pemohon diharuskan membayar biaya administrasi yang umumnya sekitar Rp 30.000, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biaya ini dapat dibayarkan langsung di kantor polsek saat proses pengurusan SKCK dilakukan. Penting untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan bukti pembayaran resmi.
b. Pegawai telah mematuhi standar biaya yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Pegawai di Kantor Polsek Dumai Barat telah mematuhi standar biaya yang ditetapkan dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Mereka memastikan bahwa biaya yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya pungutan liar atau biaya tambahan di luar ketentuan. Kepatuhan ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan percaya bahwa proses pengurusan SKCK dilakukan secara adil dan profesional.
c. Biaya yang dikenakan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polsek Dumai Barat telah sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Standar ini ditetapkan oleh pihak kepolisian dan merujuk pada peraturan resmi pemerintah, sehingga memastikan bahwa biaya yang dikenakan adalah wajar dan transparan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam proses administrasi. Setiap biaya yang ditetapkan sudah mencakup layanan yang diberikan, tanpa adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak sah.
Untuk melihat tanggapan responden tentang biaya pelayanan dapat dilihat pada Tabel V.6 berikut:

Tabel V.6
Tanggapan Responden tentang biaya pelayanan
	No
	Sub  indilkator
	Kriteria Indikator 3

	jumlah

	
	
	Frekuensi
	Efektif
	Cukup Efektif 
	Tidak Efektif
	

	1
	Informasi mengenai biaya layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	45
	56
	5
	106

	2
	Pegawai telah mematuhi standar biaya yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	51
	51
	4
	106

	3
	Biaya yang dikenakan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	57
	42
	7
	106

	Total
	Frek
	153
	149
	16
	318

	
	Frek %
	48%
	47%
	5%
	100%


Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan dalam tabel V.6 mengenai biaya pelayanan, ada tiga sub indikator utama yang dievaluasi oleh responden. Sub indikator pertama adalah kejelasan informasi tentang biaya pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Dari 106 responden, 45 orang menilai informasi ini efektif, 56 orang menyatakan cukup efektif, dan 5 orang menilai tidak efektif. Sub indikator kedua adalah kepatuhan pegawai terhadap standar biaya yang ditetapkan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa 51 responden menganggap prosedur ini efektif, 51 orang menyatakan cukup efektif, dan 4 orang menilai tidak efektif. Sub indikator ketiga adalah kesesuaian biaya yang dikenakan kepada masyarakat dengan standar yang berlaku dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Sebanyak 57 responden menilai pelayanan ini efektif, 42 orang menyatakan cukup efektif, dan 7 orang menilai tidak efektif..
Berdasarkan hasil penelitian terhadap biaya pelayanan  dapat lebih jelas melalui diagram berikut :






Diagram V.3







Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
Berdasarkan diagram V.3, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 106 responden, 48% atau 51 responden menyatakan bahwa pelayanan tersebut Efektif. Sementara itu, 47% atau 50 responden menilai pelayanan Cukup Efektif, dan hanya 5% atau 5 responden yang menganggap pelayanan tersebut Tidak Efektif..
4. Produk Pelayanan
Produk pelayanan diukur dari beberapa aspek utama yang mencerminkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Pertama, kecepatan pelayanan menjadi indikator penting, di mana waktu respons dan penyelesaian masalah harus cepat dan efisien. Kedua, keramahan dan profesionalisme staf layanan juga menjadi penentu, memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai dan didengar. Selain itu, kejelasan informasi yang diberikan serta kemudahan akses terhadap layanan juga merupakan faktor penentu dalam menilai produk pelayanan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam penyampaian layanan, di mana pelanggan mendapatkan pengalaman yang serupa dan memuaskan setiap kali berinteraksi. Semua faktor ini secara bersama-sama memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu produk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.
a. Keterangan mengenai jenis layanan yang diberikan oleh pegawai dalam proses pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Jenis layanan yang diberikan oleh pegawai dalam proses pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polsek Dumai Barat meliputi berbagai tahapan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat. Pegawai memberikan layanan mulai dari penerimaan berkas permohonan, verifikasi data pemohon, hingga pencetakan SKCK itu sendiri. Dalam proses ini, pegawai juga memberikan penjelasan terkait persyaratan yang harus dipenuhi, seperti kelengkapan dokumen dan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, pegawai di Polsek Dumai Barat juga berperan dalam memberikan arahan kepada pemohon terkait tata cara pengisian formulir serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pemohon dapat memperoleh SKCK dengan mudah dan efisien.
b. Pegawai memberikan hasil layanan yang tepat mengenai pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Pegawai di Kantor Polsek Dumai Barat memberikan hasil layanan yang tepat dalam pembuatan SKCK dengan memastikan setiap tahapan proses dilaksanakan dengan akurat dan efisien. Mereka mengawal setiap langkah permohonan, mulai dari verifikasi data pemohon, pemeriksaan dokumen yang diperlukan, hingga penandatanganan dan penerbitan SKCK. Selain itu, pegawai juga memberikan informasi yang jelas dan tepat tentang prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi, memastikan bahwa pemohon memahami seluruh proses dengan baik. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya tepat waktu tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemohon, menjamin hasil akhir yang memuaskan dan sesuai standar.
c. Jenis layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Kantor Polsek Dumai Barat.
Jenis layanan yang diterima oleh masyarakat di Kantor Polsek Dumai Barat meliputi berbagai aspek pelayanan publik yang telah ditetapkan untuk memastikan kepuasan dan efektivitas. Masyarakat dapat mengakses layanan seperti pembuatan laporan polisi, pengurusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan permohonan izin kegiatan atau keramaian. Selain itu, Polsek Dumai Barat juga menyediakan layanan aduan dan konsultasi mengenai berbagai masalah keamanan dan ketertiban. Semua layanan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Polsek Dumai Barat berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang responsif dan profesional, sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
Untuk melihat tanggapan responden tentang produk pelayanan dapat dilihat pada Tabel V.7 berikut:










Tabel V.7
Tanggapan Responden tentang produk pelayanan

	No.
	 Sub  indilkator
	Kriteria Indikator 4 
	jumlah 

	
	
	Frekuensi
	Efektif
	Cukup Efektif 
	Tidak Efektif
	

	1
	Keterangan mengenai jenis layanan yang diberikan oleh pegawai dalam proses pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
	Frekuensi
	51
	52
	3
	106

	2
	Pegawai memberikan hasil layanan yang tepat mengenai pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	38
	62
	6
	106

	3
	Jenis layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	51
	50
	5
	106

	Total
	Frekuensi
	140
	164
	14
	318

	
	Frekuensi%
	  44%
	52%
	4%
	100%


Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan dalam tabel V.7 mengenai produk pelayanan, terdapat tiga sub indikator utama yang dievaluasi oleh responden. Sub indikator pertama adalah kejelasan informasi mengenai jenis layanan yang diberikan oleh pegawai dalam proses pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Dari 106 responden, 51 orang menilai informasi ini efektif, 52 orang menyatakan cukup efektif, dan 3 orang menilai tidak efektif. Sub indikator kedua adalah ketepatan hasil layanan yang diberikan oleh pegawai dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 38 responden menilai layanan ini efektif, 62 orang menganggap cukup efektif, dan 6 orang menilai tidak efektif. Sub indikator ketiga adalah kesesuaian jenis layanan yang diterima masyarakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Kantor Polsek Dumai Barat. Sebanyak 51 responden menilai pelayanan ini efektif, 50 orang menyatakan cukup efektif, dan 5 orang menilai tidak efektif..
Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosedur pelayanan  dapat lebih jelas melalui diagram berikut :
 Diagram V.4






             Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
	Berdasarkan diagram V.4, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 106 responden, 44% atau 46 responden menyatakan bahwa pelayanan tersebut Efektif. Sementara itu, 52% atau 56 responden menilai pelayanan Cukup Efektif, dan hanya 4% atau 4 responden yang menganggap pelayanan tersebut Tidak Efektif.
5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana diukur dari segi kualitas, kuantitas, serta keberfungsian fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan masyarakat atau operasional suatu organisasi. Kualitas sarana dan prasarana mencakup seberapa baik kondisi dan kemampuan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan pengguna, sedangkan kuantitas mengacu pada jumlah fasilitas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan atau pengguna. Selain itu, keberfungsian menilai seberapa efektif dan efisien sarana dan prasarana tersebut dalam menjalankan fungsinya. Evaluasi yang komprehensif terhadap sarana dan prasarana akan memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan optimal dan memenuhi standar yang diharapkan.
a. Tersedia komputer yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Di Kantor Polsek Dumai Barat, tersedia komputer yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan yang efisien dan modern. Komputer-komputer ini dilengkapi dengan perangkat lunak yang relevan dan terhubung dengan sistem database yang diperlukan untuk memproses permohonan SKCK secara cepat dan akurat. Dengan fasilitas komputer yang baik, petugas dapat mengelola data, menginput informasi, dan menghasilkan dokumen SKCK dengan lebih efektif, serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam proses pengurusan. Penggunaan teknologi ini juga membantu mempercepat waktu pelayanan dan meminimalkan kesalahan administratif.
b. Ruang tunggu yang bersih dan nyaman disediakan untuk memberikan pelayanan dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Ruang tunggu yang bersih dan nyaman di Kantor Polsek Dumai Barat disediakan untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam proses pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Fasilitas ini dirancang dengan perhatian khusus pada kebersihan dan kenyamanan agar pengunjung dapat menunggu dengan tenang sambil menunggu giliran mereka. Keberadaan ruang tunggu yang baik tidak hanya meningkatkan pengalaman pelayanan publik, tetapi juga mencerminkan komitmen Polsek Dumai Barat dalam memberikan pelayanan yang profesional dan ramah. Dengan suasana yang bersih dan nyaman, diharapkan proses pengurusan SKCK menjadi lebih efisien dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Fasilitas yang memadai tersedia untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Fasilitas yang memadai di Kantor Polsek Dumai Barat untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pengurusan SKCK mencakup berbagai elemen penting yang memastikan proses administrasi berjalan lancar dan efisien. Kantor ini dilengkapi dengan ruang pelayanan yang nyaman, peralatan komputer terkini, serta sistem manajemen dokumen yang terintegrasi untuk memproses dan menyimpan data secara efektif. Selain itu, tersedia area tunggu yang memadai bagi pemohon, serta petugas yang terlatih untuk memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan selama proses pengurusan. Dengan fasilitas yang baik dan dukungan tenaga kerja yang profesional, Kantor Polsek Dumai Barat dapat memberikan layanan SKCK yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat.
Untuk melihat tanggapan responden tentang sarana prasarana dapat dilihat pada Tabel V.8 berikut:




Tabel V.8
Tanggapan Responden tentang sarana prasarana

	No.
	Sub  indilkator
	Kriteria Indikator 5
	jumlah 

	
	
	Frekuensi
	Efektif
	Cukup Efektif 
	Tidak Efektif
	

	1
	Tersedia komputer yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	51
	52
	3
	106

	2
	Ruang tunggu yang bersih dan nyaman disediakan untuk mem-berikan pelayanan dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	38
	62
	6
	106

	3
	Fasilitas yang memadai tersedia untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	51
	51
	4
	106

	Total
	Frekuensi
	140
	165
	13
	318

	
	Frekuensi%
	44%
	52%
	4%
	100%


Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel V.8 mengenai sarana prasarana, terdapat tiga sub indikator utama yang dievaluasi oleh responden. Sub indikator pertama adalah ketersediaan komputer yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Dari 106 responden, 51 orang menilai ketersediaan ini efektif, 52 orang menyatakan cukup efektif, dan 3 orang menilai tidak efektif. Sub indikator kedua adalah penyediaan ruang tunggu yang bersih dan nyaman dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 38 responden menganggap ruang tunggu ini efektif, 62 orang menilai cukup efektif, dan 6 orang menilai tidak efektif. Sub indikator ketiga adalah ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Sebanyak 51 responden menilai fasilitas ini efektif, 51 orang menyatakan cukup efektif, dan 4 orang menilai tidak efektif..
Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosedur pelayanan  dapat lebih jelas melalui diagram berikut :
Diagram V.5

Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
Berdasarkan diagram V.5 di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 106 responden, 52% atau 56 responden menyatakan pelayanan tersebut Efektif. Sementara itu, 44% atau 46 responden menilai pelayanan Cukup Efektif, dan hanya 4% atau 4 responden yang menganggap pelayanan tersebut Tidak Efektif..
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan diukur dari berbagai aspek yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mereka dalam menjalankan tugas. Pengetahuan yang dimiliki petugas harus relevan dengan bidang pelayanan yang mereka berikan, sementara keterampilan mencakup kemampuan praktis dan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi standar layanan yang ditetapkan. Selain itu, sikap profesional, termasuk etika kerja, komunikasi efektif, dan kemampuan beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan pelanggan, juga merupakan faktor penting dalam menilai kompetensi mereka. Evaluasi kompetensi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penilaian kinerja, dan umpan balik dari pelanggan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan dan standar yang diinginkan.
a. Tersedia pegawai yang responsif terhadap keluhan masyarakat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Di Kantor Polsek Dumai Barat, terdapat pegawai yang responsif terhadap keluhan masyarakat dalam pengurusan SKCK, yang memainkan peran krusial dalam memastikan proses layanan berjalan lancar dan efisien. Pegawai ini terlatih untuk menangani berbagai masalah dan keluhan dengan cepat, memberikan solusi yang tepat, serta memastikan bahwa setiap warga mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya. Responsivitas pegawai ini mencerminkan komitmen Polsek Dumai Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kepuasan masyarakat, dan mempercepat penyelesaian administrasi SKCK dengan cara yang transparan dan akuntabel.
b. Kemampuan pegawai untuk memproses pengajuan permo-honan dengan cepat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Kemampuan pegawai dalam memproses pengajuan permohonan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat sangat krusial untuk memastikan layanan yang efisien dan responsif. Pegawai yang kompeten harus memiliki keahlian dalam mengelola administrasi dan sistem informasi dengan cepat, mengidentifikasi dan memverifikasi data dengan akurat, serta berkomunikasi secara efektif dengan pemohon untuk mempercepat proses. Proses yang cepat tidak hanya melibatkan kecepatan dalam menangani dokumen, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, dan koordinasi yang baik dengan unit terkait. Dengan kemampuan ini, pegawai dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat yang membutuhkan SKCK.
c. Pegawai yang bertugas menunjukkan sikap ramah dan sopan saat memberikan layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Pegawai yang bertugas di Kantor Polsek Dumai Barat dalam pengurusan SKCK diharapkan untuk menunjukkan sikap ramah dan sopan sebagai bagian dari upaya memberikan layanan yang berkualitas dan menyenangkan bagi masyarakat. Sikap ramah melibatkan penyambutan yang hangat dan sikap yang bersahabat, sementara kesopanan mencakup penggunaan bahasa yang santun dan perilaku yang menghormati setiap individu. Dengan menerapkan sikap tersebut, pegawai tidak hanya menciptakan pengalaman yang positif bagi pemohon SKCK tetapi juga memperkuat citra positif lembaga dan memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan lancar dan efisien.	
Untuk melihat tanggapan responden tentang Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan dapat dilihat pada Tabel V.9 berikut :



Tabel V.9
Tanggapan Responden tentang Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
	No.
	Sub  indilkator
	Kriteria Indikator 6
	jumlah

	
	
	Frekuensi
	Efektif
	Cukup Efektif
	Tidak Efektif
	

	1
	Tersedia pegawai yang responsif terhadap keluhan masyarakat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	44
	58
	4
	106

	2
	Kemampuan pegawai untuk memproses pengajuan permo-honan dengan cepat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	52
	49
	5
	106

	3
	Pegawai yang bertugas menunjukkan sikap ramah dan sopan saat memberikan layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat
	Frekuensi
	50
	50
	6
	106

	Total
	Frekuensi
	146
	157
	15
	318

	
	Frekuensi%
	46%
	49%
	5%
	100%


Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
	Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel V.9 mengenai Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, terdapat tiga sub indikator utama yang dievaluasi oleh responden. Sub indikator pertama adalah ketersediaan pegawai yang responsif terhadap keluhan masyarakat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Dari 106 responden, 44 orang menilai responsivitas ini efektif, 58 orang menyatakan cukup efektif, dan 4 orang menilai tidak efektif. Sub indikator kedua adalah kemampuan pegawai untuk memproses pengajuan permohonan dengan cepat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Hasil menunjukkan bahwa 52 responden menganggap kemampuan ini efektif, 49 orang menilai cukup efektif, dan 5 orang menilai tidak efektif. Sub indikator ketiga adalah sikap ramah dan sopan pegawai saat memberikan layanan untuk pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Sebanyak 50 responden menilai sikap ini efektif, 50 orang menyatakan cukup efektif, dan 6 orang menilai tidak efektif.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosedur pelayanan  dapat lebih jelas melalui diagram berikut :
  Diagram V.6




	
Sumber Data: Hasil Data Olahan Angket Tahun 2024
Berdasarkan diagram V.6 di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 106 responden, 46% atau 49 responden menyatakan bahwa pelayanan tersebut Efektif. Sementara itu, 49% atau 52 responden menilai pelayanan Cukup Efektif, dan hanya 5% atau 5 responden yang menganggap pelayanan tersebut Tidak Efektif.
Setelah mengetahui secara jelas mengenai Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Di Kantor Polsek Dumai Barat dapat dilihat melalui indikator produk pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan dapat dikategorikan baik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:
Tabel V.10
Rekapitulasi Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Di Kantor Polsek Dumai Barat

	No.
	Indikator
	Kriteria Indikator 
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	Efektif
	Cukup Efektif
	Tidak Efektif
	

	1
	Prosedur Pelayanan
	Frekuensi
	189
	118
	11
	318

	2
	Waktu Penyelesaian
	Frekuensi
	144
	155
	19
	318

	3
	Biaya Pelayanan
	Frekuensi
	153
	149
	16
	318

	4
	Produk Pelayanan
	Frekuensi
	163
	140
	15
	318

	5
	Sarana Dan Prasarana
	Frekuensi
	140
	165
	13
	318

	6
	Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
	Frekuensi
	146
	157
	15
	318

	Total
	Frekuensi
	935
	884
	89
	1908

	
	Frekuensi%
	49%
	46%
	5%
	100%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.9, terdapat enam indikator efektivitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polsek Dumai Barat. Untuk indikator prosedur pelayanan, dari total 318 jawaban yang direkapitulasi, 189 dinyatakan efektif, 118 cukup efektif, dan 11 tidak efektif. Pada indikator waktu penyelesaian, 144 jawaban dinyatakan efektif, 155 cukup efektif, dan 19 tidak efektif. Dalam hal biaya pelayanan, dari total 318 jawaban, 153 dinyatakan efektif, 149 cukup efektif, dan 16 tidak efektif. Untuk produk pelayanan, 163 jawaban dinyatakan efektif, 140 cukup efektif, dan 15 tidak efektif. Indikator sarana dan prasarana menunjukkan bahwa 140 jawaban dinyatakan efektif, 165 cukup efektif, dan 13 tidak efektif. Terakhir, pada indikator kompetensi petugas pemberi pelayanan, 146 jawaban dinyatakan efektif, 157 cukup efektif, dan 15 tidak efektif..
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 1908 rekapan jawaban, 935 jawaban (49%) dinilai efektif, 884 jawaban (46%) dinilai cukup efektif, dan 89 jawaban (5%) dinilai tidak efektif. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai menunjukkan kinerja yang efektif dan cukup efektif. Namun, terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
Selanjutnya untuk mengetahui kategori akumulasi skor yang diperoleh dapat dilihat melalui diagram V.6 berikut ini:








Diagram V.7
Kategori Akumulasi Skor Indikator Dari Teori Efektivitas


Sumber Data : Pengelolahaan Data  Tahun 2024
Berdasarkan diagram V.7 di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 106 responden, 49% atau 52 responden menyatakan bahwa pelayanan tersebut Efektif. Sementara itu, 46% atau 49 responden menilai pelayanan Cukup Efektif, dan hanya 5% atau 5 responden yang menganggap pelayanan tersebut Tidak Efektif.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
A) Adapun faktor pendukung terhadap Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat yaitu:
1. Terdapatnya Prosedur Pelayanan dalam Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, hal ini dapat dilihat dari Persyaratan pelayanan SKCK yang jelas pada Kantor Polsek Dumai Barat.
2. Terdapat Biaya Pelayanan dalam Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, hal ini dapat dilihat dari Biaya yang dikenakan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
3. Terdapat Produk Pelayanan dalam Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, hal ini dapat dilihat dari Keterangan mengenai jenis layanan yang diberikan oleh pegawai dalam proses pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
B) Adapun Faktor penghambat terhadap Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat yaitu :
1. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, hal ini dapat dilihat dari Tersedianya komputer yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
2. Masih kurangnya kompetensi petuga pemberi pelayanan  dalam Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, hal ini dapat dilihat dari Kemampuan pegawai untuk memproses pengajuan permohonan dengan cepat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
3. Masih kurangnya waktu penyelesaian dalam Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, hal ini dapat dilihat dari Kepatuhan pegawai dalam melayani sudah sesuai dengan prosedur pelayanan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.











  				     BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penelitian mengenai Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat menunjukkan hasil yang Efektif. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang menilai enam indikator utama, yaitu: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan Hasil penelitian dari 106 responden yang diteliti menunjukkan Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat dinyatakan 'Efektif' dengan persentase sebesar 49% dengan 52 responden.
2. Faktor pendukung dalam meningkatkan Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat adalah : 1) Persyaratan pelayanan SKCK yang jelas pada Kantor Polsek Dumai Barat. 2) Biaya yang dikenakan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. 3) dari Keterangan mengenai jenis layanan yang diberikan oleh pegawai dalam proses pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. Sedangkan faktor penghambat Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kantor Polsek Dumai Barat adalah : 1) Tersedianya komputer yang memadai untuk mendukung pelayanan pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. 2) Kemampuan pegawai untuk memproses pengajuan permohonan dengan cepat dalam pengurusan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat. 3) Kepatuhan pegawai dalam melayani sudah sesuai dengan prosedur pelayanan dalam pembuatan SKCK di Kantor Polsek Dumai Barat.
3. Saran
a. Penyediaan komputer dan perangkat teknologi yang memadai sangat penting untuk mempercepat proses pelayanan SKCK. Kantor Polsek sebaiknya meningkatkan jumlah dan kualitas perangkat teknologi yang mendukung, termasuk software yang digunakan untuk memproses pengajuan.
b. Untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan permohonan, pelatihan rutin bagi pegawai terkait penggunaan sistem dan prosedur administrasi diperlukan. Ini akan membantu pegawai dalam bekerja lebih efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan pegawai terhadap prosedur pelayanan harus dilakukan untuk memastikan bahwa standar pelayanan terus dijaga dan diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.
d. Selain ketersediaan komputer, perlu adanya peninjauan kembali terhadap sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kenyamanan dan kelancaran proses pelayanan, seperti ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas lain untuk masyarakat yang mengurus SKCK.
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KRITERIA INDIKATOR 1


Efektif	Cukup Efektif 	Tidak Efektif	0.59433962264150941	0.37106918238993708	3.4591194968553458E-2	

kriteria indikator 2


Efektif	Cukup Efektif 	Tidak Efektif	0.57801418439716312	0.36879432624113473	5.3191489361702128E-2	

KRITERIA INDIKATOR 3


Efektif	Cukup Efektif 	Tidak Efektif	0.48113207547169812	0.46855345911949686	5.0314465408805034E-2	

KRITERIA INDIKATOR 4


Efektif	Cukup Efektif 	Tidak Efektif	0.44025157232704404	0.51572327044025157	4.40251572327044E-2	

KRITERIA INDIKATOR 5


Efektif	Cukup Efektif 	Tidak Efektif	0.44025157232704404	0.51572327044025157	4.40251572327044E-2	

KRITERIA INDIKATOR 6


Efektif	Cukup Efektif 	Tidak Efektif	0.45911949685534592	0.49371069182389937	4.716981132075472E-2	

Kriteria efektivitas 


Efektif	Cukup Efektif 	Tidak Efektif	0.49622641509433962	0.45723270440251573	4.6540880503144651E-2	
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